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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk 
perbuatan kejahatan seksual terhadap anak 
dan bagaimana tujuan penghukuman bagi 
pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 
Dengan menggunakan metode penelitian 
yuridis normative, disimpulkan: 1. Bentuk-
bentuk perbuatan kejahatan seksual terhadap 
anak seperti dieksploitasi secara seksual” 
dengan pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan 
keuntungan, termasuk semua kegiatan 
pelacuran dan pencabulan. Bentuk kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengan pelaku atau 
dengan orang lain dan melakukan tipu muslihat 
dan serangkaian kebohongan, atau membujuk 
anak untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul. Bentuk perbuatan 
lainnya seperti menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut 
serta melakukan eksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual terhadap anak. 2. Tujuan 
penghukuman bagi pelaku kejahatan seksual 
terhadap anak sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
Menjadi Undang-Undang yakni untuk 
memberikan efek jera. Pemberlakuan sanksi 
pidana terhadap pelaku kejahatan seksual 
terhadap anak telah mengalami perubahan 
dengan penerapan sanksi yang lebih berat 
kepada pelaku. Hal ini dilakukan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan seksual 
terhadap anak dan penghukuman bagi pihak 
yang telah terbukti secara sah melalui 
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pemeriksaan di pengadilan. Undang-undang 
yang baru ini mengatur tentang sanksi tindakan 
berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik.  Sanksi tindakan 
diputuskan bersama-sama dengan pidana 
pokok dengan memuat jangka waktu 
pelaksanaan tindakan.  
Kata kunci: Tujuan Penghukuman, Pelaku 
Kejahatan Seksual Terhadap Anak, 
Perlindungan Anak 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Pesatnya arus globalisasi dan dampak 
negatif dari perkembangan di bidang teknologi 
informasi dan komunikasi, memunculkan 
fenomena baru kekerasan seksual terhadap 
anak. Kekerasan seksual terhadap anak 
merupakan kejahatan serius (serious crimes) 
yang semakin meningkat dari waktu ke waktu 
dan secara signifikan mengancam dan 
membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan 
pribadi dan tumbuh kembang anak, serta 
mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, 
keamanan, dan ketertiban masyarakat. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku 
kekerasan seksual terhadap anak namun 
penjatuhan pidana tersebut belum memberikan 
efek jera dan belum mampu mencegah secara 
komprehensif terjadinya kekerasan seksual 
terhadap anak.3 

Kedudukan anak di Indonesia sangat rentan 
dengan keadaan ekonomi yang terpuruk, 
banyak anak-anak terpaksa dan dipaksa untuk 
bekerja dalam membantu mencukupi 
kebutuhan ekonomi orang tuanya dalam 
memncukupi makan untuk menyambung hidup 
sehari-hari, sampai saat ini jumlah pekerja anak 
masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak 
tersebut di daerah pedesaan lebih banyak 
melakukan pekerjaan bidang pertanian, 
perkebunan, perikanan, pertambangan 
maupun kegiatan ekonomi di lingkungan 
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keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan 
dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga 
(sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja 
industri rumahan atau industri keluarga) 
maupun dijalanan seperti penjual Koran, 
penyemir sepatu, pengamen dan pengemis, 
pemulung bahkan sebagai pelacur dan 
pengedar narkoba.4 

Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual 
terhadap anak tentunya dapat menimbulkan 
penderitaan dan kesengsaraan terhadap anak-
anak, karena anak-anak termasuk kelompok 
masyarakat yang belum mampu menjaga dan 
memperjuangkan perlindungan hukum 
terhadap hak asasi manusianya, sehingga 
diperlukan upaya hukum untuk menjaga anak-
anak tidak menjadi korban kekerasan fisik, 
psikis, seksual dan penelantaran melalui 
peraturan perundang-undangan. 

Sesuai dengan uraian pada latar belakang 
penulisan, maka penulisan ini diarahkan pada 
upaya penegakan hukum khususnya di bidang 
hukum pidana guna mengetahui bentuk-bentuk 
kejahatan seksual terhdapa anak dan tujuan 
penghukuman terhadap pelaku kejahatan 
seksual terhadap anak. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan 
kejahatan seksual terhadap anak ? 

2. Bagaimanakah tujuan penghukuman bagi 
pelaku kejahatan seksual terhadap anak 
? 

 
C. Metode Penelitian  

Metode penelitian hukum normatif 
merupakan metode penelitian yang digunakan 
dalam penyusunan penulisan ini. Bahan-bahan 
hukum yang diperlukan sesuai dengan metode 
penelitian hukum normatif dikumpulkan 
melalui studi kepustakan untuk memperoleh 
data sekunder. Bahan-bahan hukum yang 
diperlukan seperti bahan hukum primer terdiri 
dari: peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan hak anak. 

 Bahan hukum sekunder, seperti 
literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang 
berhubungan dengan pembahasan materi 
khususnya perlindungan hukum terhadap hak-
hak anak. Bahan-bahan hukum tersier seperti 
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kamus-kamus umum dan kamus hukum yang 
digunakan untuk menjelaskan pengertian dari 
istilah-istilah hukum yang digunakan.  Bahan-
bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui 
dianalisis  secara normatif. 
  
PEMBAHASAN 
A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Kejahatan 

Seksual Terhadap Anak 
Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual 

terhadap anak tentunya dapat menimbulkan 
penderitaan dan kesengsaraan terhadap anak-
anak, karena anak-anak termasuk kelompok 
masyarakat yang belum mampu menjaga dan 
memperjuangkan perlindungan hukum 
terhadap hak asasi manusianya, sehingga 
diperlukan upaya hukum untuk menjaga anak-
anak tidak menjadi korban kekerasan fisik, 
psikis, seksual dan penelantaran. 

Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan seksual 
terhadap anak, merupakan perbuatan pidana 
sesuai dengan ajaran-ajaran para ahli hukum 
mengenai tindak pidana dan sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Telah terjadi dua kali perubahan terhadap 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, baik melalui Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak maupun Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D. Setiap 
Orang dilarang melakukan Kekerasan atau 
ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain. 

Pasal 76 E. Setiap Orang dilarang melakukan 
Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. 
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Pasal 76 F. Setiap Orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan penculikan, penjualan, dan/atau 
perdagangan Anak. 

Pasal 76 I. Setiap Orang dilarang 
menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual terhadap Anak. 

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi 
seksual itu bahkan bukan hanya menimpa 
perempuan dewasa, namun juga perempuan 
yang tergolong di bawah umur (anak-anak). 
Kejahatan seksual ini juga tidak hanya 
berlangsung di lingkungan perusahaan, 
perkantoran atau di tempat-tempat tertentu 
yang memberikan peluang manusia berlainan 
jenis dapat saling berkomunikasi namun juga 
dapat terjadi di lingkungan keluarga.5  

Hal yang cukup memprihatinkan adalah 
kecenderungan makin maraknya kejahatan 
seksual yang tidak hanya menimpa perempuan 
dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah 
umur. Anak-anak perempuan ini dijadikan 
sebagai objek komoditas (perdagangan) atau 
pemuas nafsu bejat (animalistik) dari seorang 
atau kelompok tertentu yang menjalankan 
bisnis seksual untuk meraih keuntungan 
ekonomi berlipat ganda.6 

Menurut Edi Suharto, Keempat bentuk child 
abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:7  
1. Kekerasan anak secara fisik, adalah 

penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan 
terhadap anak, dengan atau tanpa 
menggunakan benda-benda tertentu, yang 
menimbulkan luka-luka dapat fisik atau 
kematian pada anak. Bentuk luka dapat 
berupa lecet atau memar akibat 
persentuhan atau kekerasan benda tumpul, 
seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang 
atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar 
akibat bensin panas atau berpola akibat 

                                                             
5 Abdul  Wahid dan Muhammad Irvan,  Perlindungan 
Terhadap Korban  Kekerasan Seksual, (Advokasi Atas  Hak 
Asasi Perempuan), Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, 
Bandung, 2011, hal. 7. 
6 Ibid, hal. 8. 
7  Huraerah Abu, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, 
Ujungberung Bandung, 2006. hal. 37-38 (Lihat Edi Suharto, 
Dalam Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan 
Sosial, Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi 
Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1997, hal. 365-366). 

sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka 
biasanya ditemukan pada daerah paha, 
lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung 
atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan 
terhadap anak secara fisik umumnya dipicu 
oleh tingkah laku anak yang tidak disukai 
orangtuanya, seperti anak nakal atau yang 
rewel, menangis terus, minta jajan, buang 
air, kencing atau muntah di sembarang 
tempat, memecahkan barang berharga. 

2. Kekerasan anak secara pisikis, meliputi 
pengardikan, penyampaian kata-kata kasar 
dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, 
atau film pronografi pada anak. Anak yang 
mendapatkan perlakuan ini umumnya 
menjukkan gejala perilaku, seperti menarik 
diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke 
luar rumah dan takut bertemu dengan orang 
lain. 

3. Kekerasan anak secara seksual, dapat 
berupa perlakuan pra kontak seksual antara 
anak dengan orang yang lebih besar (melalui 
kata, sentuhan, gambar visual, 
exhibitionism), maupun perlakuan kontak 
seksual antara anak dengan orang yang lebih 
besar (melalui kata, sentuhan, gambar 
visual, exhibitionism), maupun perlakuan 
kontak seksual secara langsung antara anak 
dengan orang dewasa (incest, perkosaan, 
eksploitasi seksual). 

4. Kekerasan anak secara sosial, dapat 
mencakup penelantaran anak dan 
eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah 
sikap dan perlakuan orang tua yang tidak 
memberikan perhatian yang layak terhadap 
proses tumbuh-kembang anak. Misalnya 
anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga 
atau tidak diberikan pendidikan dan 
perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi 
anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau 
perlakuan sewenang-wenang terhadap anak 
yang dilakukan keluarga atau masyarakat. 
Sebagai contoh, memaksa anak untuk 
melakukan sesuatu demi kepentingan 
ekonomi, sosial atau politik tanpa 
memperhatikan hak-hak anak untuk 
mendapatkan perlindungan sesuai dengan 
perkembangan fisik, psikis dan status 
sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk 
bekerja di pabrik-pabrik yang 
membahayakan (pertambangan, sektor alas 
kaki atau industri sepatu) dengan upah 
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rendah dan tanpa peralatan yang memadai, 
anak dipaksa untuk angkat senjata atau 
dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan 
rumah tangga melebihi batas 
kemampuannya.  
Laporan harian Kompas berjudul 

“Perdangan Anak Untuk Bisnis Seks Merajalela” 
(19 April 1997: 7) menyebutkan, bahwa “anak-
anak dikawasan Asia menghadap ancaman 
meluasnya jaringan perdagangan seks 
internasional. Perlindunganterhadap mereka 
tidak bisa lagi hanya menggantungkan pada 
usaha lembaga-lembaga internasional saja. 
Seorang pejabat PBB yang menangani perkara-
perkara kriminil, Ralph Krech mengemukakan, 
Komunitas internasional tidak bisa menjamin 
perlindungan terhadap anak-anak, kami 
berurusan dengan pasar perdagangan seks 
yang omzetnya mencapai jutaan dollar AS. Kami 
juga berurusan dengan organisasi-orgnisasi 
kriminil internasional.8 

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku, maka dapat dipahami bentuk-
bentuk kejahatan seksual terhadap anak, 
sebagai berikut: 
1. Eksploitasi secara seksual dengan 

pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
organ tubuh lain dari anak untuk 
mendapatkan keuntungan, termasuk semua 
kegiatan pelacuran dan pencabulan.  

2. Bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan 
dengan pelaku atau dengan orang lain;  

3. Melakukan tipu muslihat dan serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul.  

4. Bentuk perbuatan lainnya seperti 
menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan eksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual terhadap anak. 

  
B. Tujuan Penghukuman Bagi Pelaku 

Kejahatan Seksual Terhadap Anak 
Tujuan penghukuman bagi pelaku kejahatan 

seksual terhadap anak yakni untuk memberikan 
efek jera merupakan bagian dari proses 
penegak hukum dalam mencegah dan 
memberantas bentuk-bentuk kejahatan seksual 

                                                             

8 Ibid, hal. 8. 

terhadap anak-anak. Sanksi pidana 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak perlu diterapkan secara 
tegas terhadap pelaku kejahatan seskual 
terhadap anak yang telah terbukti bersalah 
dalam pemeriksaan di pengadilan. 

Sebagaimana dinyatakan pada Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat:  
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang 
yang dengan sengaja melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk Anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain.  

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
orang tua, wali, orang-orang yang 
mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 
anak, pendidik, tenaga kependidikan, 
aparat yang menangani perlindungan anak, 
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang 
secara bersama-sama, pidananya ditambah 
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana juga 
dikenakan kepada pelaku yang pernah 
dipidana karena melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.  

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan 
korban lebih dari 1 (satu) orang, 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, 
penyakit menular, terganggu atau 
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau 
korban meninggal dunia, pelaku dipidana 
mati, seumur hidup, atau pidana penjara 
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paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun. 

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), 
dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana 
tambahan berupa pengumuman identitas 
pelaku.  

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai 
tindakan berupa kebiri kimia dan 
pemasangan alat pendeteksi elektronik.  

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) diputuskan bersama-sama dengan 
pidana pokok dengan memuat jangka 
waktu pelaksanaan tindakan.  

(9) Pidana tambahan dan tindakan 
dikecualikan bagi pelaku Anak. 

Pasal 81A ayat: 
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun dan 
dilaksanakan setelah terpidana menjalani 
pidana pokok.  

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di bawah 
pengawasan secara berkala oleh 
kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum, 
sosial, dan kesehatan.  

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan 
rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara pelaksanaan tindakan 
dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 Pasal 82 ayat: 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 
dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
orang tua, wali, orang-orang yang 
mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 
anak, pendidik, tenaga kependidikan, 
aparat yang menangani perlindungan anak, 
atau dilakukan oleh lebih dari satu orang 
secara bersama-sama, pidananya ditambah 
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana juga 
dikenakan kepada pelaku yang pernah 
dipidana karena melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.  

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan 
korban lebih dari 1 (satu) orang, 
mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, 
penyakit menular, terganggu atau 
hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau 
korban meninggal dunia, pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan 
berupa pengumuman identitas pelaku.  

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat 
dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan 
pemasangan alat pendeteksi elektronik.  

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) diputuskan bersama-sama dengan 
pidana pokok dengan memuat jangka 
waktu pelaksanaan tindakan.  

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku 
Anak. 

Pasal 82A ayat: 
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama 
dan/atau setelah terpidana menjalani 
pidana pokok.  

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di bawah 
pengawasan secara berkala oleh 
kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang hukum, 
sosial, dan kesehatan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pelaksanaan tindakan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, Pasal 83. Setiap 
orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 F dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 
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paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah) dan paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 88. Setiap Orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76 I, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah). 

Untuk mengatasi fenomena kekerasan 
seksual terhadap anak, memberi efek jera 
terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya 
kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah 
perlu menambah pidana pokok berupa pidana 
mati dan pidana seumur hidup, serta pidana 
tambahan berupa pengumuman identitas 
pelaku. Selain itu, perlu menambahkan 
ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri 
kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, 
dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di 
atas, Pemerintah perlu segera menetapkan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.9 
  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan 
seksual terhadap anak seperti 
dieksploitasi secara seksual” dengan 
pemanfaatan organ tubuh seksual atau 
organ tubuh lain dari anak untuk 
mendapatkan keuntungan, termasuk 
semua kegiatan pelacuran dan 
pencabulan. Bentuk kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengan pelaku 
atau dengan orang lain dan melakukan 
tipu muslihat dan serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul. Bentuk perbuatan 
lainnya seperti menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan 
eksploitasi secara ekonomi dan/atau 
seksual terhadap anak. 

                                                             
9 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak I. Umum. 

2. Tujuan penghukuman bagi pelaku 
kejahatan seksual terhadap anak 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi 
Undang-Undang yakni untuk 
memberikan efek jera. Pemberlakuan 
sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan 
seksual terhadap anak telah mengalami 
perubahan dengan penerapan sanksi 
yang lebih berat kepada pelaku. Hal ini 
dilakukan untuk mencegah terjadinya 
kejahatan seksual terhadap anak dan 
penghukuman bagi pihak yang telah 
terbukti secara sah melalui pemeriksaan 
di pengadilan. Undang-undang yang baru 
ini mengatur tentang sanksi tindakan 
berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik.  Sanksi tindakan 
diputuskan bersama-sama dengan 
pidana pokok dengan memuat jangka 
waktu pelaksanaan tindakan.  

 
B. Saran  

1. Bentuk-bentuk perbuatan kejahatan 
seksual terhadap anak perlu dicegah 
melalui kerjasama dan koordinasi 
antarinstansi pemerintah yang bertugas 
di bidang perlindungan anak dengan 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI) Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) dan masyarakat untuk melakukan 
pemantauan, evaluasi, pelaporan dan 
penegakan hukum terhadap bentuk-
bentuk kejahatan seksual terhadap anak. 

2. Tujuan penghukuman bagi pelaku 
kejahatan seksual terhadap anak untuk 
memberikan efek jera bagi pelaku dan 
pihak lain merupakan sutau peringatan 
untuk tidak melakukan perbuatan yang 
sama. Oleh karena itu penghukuman 
perlu diterapkan secara tegas sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk sanksi tindakan 
berupa kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik.   
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